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SIARAN PERS
MK Kembali Gelar Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Bangkalan

Jakarta, 31 Juli 2018 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara
perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh dua pasangan calon
(Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan dengan agenda mendengar jawaban termohon,
keterangan pihak terkait, keterangan badan pengawas pemilu (Bawaslu)/panitia pengawas
pemilu (Panwaslu), dan pengesahan alat bukti pada Selasa (31/07) pukul 08.30 WIB.
Perkara dengan nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018 dan 5/PHP.BUP-XVI/2018 ini akan
disidangkan bersama dua perkara lain, yaitu perkara PHP Walikota dan Wakil Walikota
Gorontalo (3/PHP.KOT-XVI/2018) dan perkara PHP Walikota dan Wakil Walikota
Padangpanjang (9/PHP.KOT-XVI/2018). Sidang Panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi
Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi
Suhartoyo.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (26/07) lalu, masing-masing Pemohon
diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan secara lisan. Dalam
penyampaiannya, Kuasa Hukum Paslon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor Urut
1 meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan
Paslon Nomor Urut 2 sebagai pemenang dalam pemilihan. Pemohon bahkan menilai Paslon
Nomor Urut 2 seharusnya dibatalkan sebagai calon.

Sementara itu, terhadap Pemohon perkara nomor 4/PHP.BUP-XVI/2018, Hakim Ketua Arief
Hidayat meminta Kuasa Hukum Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 1
untuk memperjelas dalil terkait jumlah suara sah dalam pemilihan. Terkait hal tersebut,
Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa petugas kelompok pelaksanaan
pemungutan suara (KPPS) di sejumlah TPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi
Pemohon. Terhadap penjelasan tersebut, Hakim Ketua Arief Hidayat meminta agar Kuasa
Hukum Pemohon menyertakan bukti-bukti pendukung.

Senada dengan Pemohon perkara 4/PHP.BUP-XVI/2018, Kuasa Hukum Paslon Bupati dan
Wakil Bupati Bangkalan Nomor Urut 2 juga mengungkapkan bahwa jumlah suara sah dalam
Pilkada Bangkalan melebihi DPT dan jumlah surat suara cadangan. Kuasa Hukum
Pemohon dalam perkara yang teregistrasi dengan nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 ini meminta
MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Bangkalan untuk melaksanakan ulang
pemungutan suara di seluruh TPS tanpa melibatkan Paslon Nomor Urut 3. (Raisa)
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